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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN  

TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

 

A. Pengertian Penyidikan 

 KUHAP sebagai suatu produk nasional yang sangat menjunjung tinggi 

harkat hak asasi manusia tersangka dalam proses peradilan pidana di Indonesia. 

Ini dapat kita katakan demikian, bila kita bandingkan dengan hukum acaya yang 

berlaku di masa sebelum lahirnya KUHAP (UU Nomor 8 tahun 1981), hukum 

acar itu kita kenal dengan sebutan HIR. Salah satu perbedaan yang fundamental 

adalah proses penyidikan. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai penyidikan itu, 

terlebih dahulu penulis akan memparkan perubahan-perubahan fundamental 

dalam bidang penyidikan itu sesudah berlakunya KUHAP, yang antara lain : 

1. Sistem Peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia 

di mana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam 

bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka 

dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek 

2. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan 

wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang 

dan tanggung jawab. Pembidangan terseut tak berarti mengkotak-kotakkan 

wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan 

sinkronisasi 
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3. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi 

penuntutan dan pengadilan, di mana terjalin adanya hubungan koordinasi 

fungsional dan instansional serta adanya sinkornisasi pelaksanaan 

4. Polri sebagai penyidik utama wajib menggkoordinasikan penyidik pegawai-

pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan 

5. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sem[it dan pengawasan yang lebih 

ketat bagi penyidik demi penegakan dan pelindungan hak asasi 

6. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai 

kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal 

tersangka tak mampu dan tal mempunyai penasehat hukum 

7. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik yang 

dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada yang diperiksa9 

 Dengan demikian semakin tampak suatu kelebihan-kelebihan yang 

dijumpai dalam KUHAP yang sebelumnya tidak ada diatur dalam HIR. 

 Sekarang kembali pada topik pembahasan, yaitu bagaimana pengaturan 

penyidik dan pengertian penyidik dalam KUHAP ? Menurut KUHAP yang 

dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : “penyidik adalah 

pejabat polisi negera Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan”. 

 Kemudian pasal 6 ayat (1) penyidik adalah : 

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

                                                 
9  S. Tanusubroto, Peranan Peradilan, Alumni Bandung, 2001, hal. 10-11 
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2. Pejawab Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang 

 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “syarat kepangkatan pejabat sebagaimana 

dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Dalam 

penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa “kedudukan dan 

kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan 

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim 

peradilan umum”. 

 Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 

tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan : 

Pasal 2 ayat (1) : 

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 

pengatur muda tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu) 

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik 

yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, seperti yang ditegaskan ayat (2) dari 

pasal 2 di atas yaitu : “dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor 

Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena 

jabatannya adalah penyidik”.  

Ayat (3) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.  
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Ayat (4) “wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Ayat (5) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh 

Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri 

tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih 

dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia”. 

 Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan 

penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan 

itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). 

 Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti 

bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu 

mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah 

terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya. 

 Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka 

dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, seperti yang telah 

dinyatakan di atas, tidak semua polisi Negara Republik Indonesia mempunyai 

kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi 

syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. 
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Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di 

samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah 

atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah 

mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian 

juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus 

dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang 

yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan 

penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti 

penangkapan, penahanan dan lain-lain. Di mana apabila hal ini tidak dilakukan 

oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak 

asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun 

prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia. Namun 

demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimilki oleh 

setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan 

letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama 

tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk 

mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari 

pejabat-pejabat Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kepolisian negara. 

 

B. Pengertian Tindak Pidana 

 Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana 

banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan 

tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain : 
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1. Perbuatan melawan hukum 

2. Pelanggaran pidana 

3. Perbuatan yang boleh di hukum 

4. Perbuatan yang dapat di hukum10 

 Menurut R. Soesilo, tindak pidana yautu suatu perbuatan yang dilarang 

atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan 

maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.11 

 Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang 

berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, 

kesalahan yang dimakdu oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan 

culpulate 

 Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana 

adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilarang 

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan 

yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat 

dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana 

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang 

                                                 
10  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 

Jakarta, 1983, hal. 32 
11  R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, 

Politeia, Bogor, 1991, hal. 11 
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Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: 

setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas 

perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang 

3. Pidana yang diancamkan 

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang 

dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undnag-undang, baik 

hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan12 

 Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “straafbaarfeit” 

yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan perkataan “straafbaarfeit”.13 

 Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari 

suatu kenyataan” atau “een gedeele van werkwlijheid” sedang “straaf baat” 

berarti diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di 

hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya 

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 

tindakan.14 

 Oleh karena seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata undang-undang 

telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud 

dengan perkataan “straafbaarfeit” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang 

dimaksud dengan “straafbaarfeit”. 

 Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang 

“straafbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah 
                                                 

12  Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44 
13  Ibid, hal. 45 
14  Ibid, hal. 46 
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ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus 

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 

memaksa yang terdapat di dalamnya.15 

 Selanjutnya Van Hamel memberii definisi tentang “straafbaarfeit” sebagai 

suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain.16 

 Menurut Pompe “straafbaarfeit” dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja 

telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.17 

 Simons memberi definisi “straafbaarfeit” adalah sbagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 

sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. 

 Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Instilah ini 

dipakai sebagai pengganti perkataan “straafbaarfeit”, yang berasal dari Bahasa 

Belanda. 

 Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau 

secara kriminologis. 

                                                 
15  Hilaman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1992, hal. 21 
16  EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, 

Jakarta, hal. 102 
17  Ibid, hal. 103 
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 Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara 

para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada 

dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 

dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat 

yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa 

merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab. 

 Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana 

Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi 

syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya,perbuatannya itu dapat 

dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla 

poena sine culpa).18 

 Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung 

jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. 

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu 

untuk dipertanggung jawabkan. 

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan 

tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana 

Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana, yaitu: 

1. Simons19 

                                                 
18  Ibid, hal. 105 
19  Ibid, hal. 103 

UNIVERSITAS MEDAN AREAUNIVERSITAS MEDAN AREA



23 
  

23 
 

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan 

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, 

kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab 

2. Van Hamel20 

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu 

keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya 

kemampuan pada diri perilaku 

3. Van Bemmelen21 

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan 

ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut 

 

C. Pengertian Narkotika 

 Bila kita mempelajari narkotika, maka kita temukan beberapa pengertian 

dalam bentuk istulah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum. 

 Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” 

yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti 

patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan 

tertenti ini dalam bahasa Yunanai disebut Narkotika. 

 Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti 

patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas 

pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, 

                                                 
20  Ibid, hal. 104 
21  Ibid, hal. 105 
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tetapi juga bahan yang menimbulkan keadan yang sebaliknya sudah dimasukkan 

pada kelompok narkotika. 

 Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang 

Narkotika maka narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 

tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. 

Ada yang menyatakan bahwa narkotika adalah obat bius, sebagian mengatakan 

obat keras atau obat berbahaya. 

 Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun 

yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja dan 

yang disalahgunakan beraneka ragam narkotika. Bahayanya makin meningkat 

pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. 

 Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, 

maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahasa pelanyalahgunaan 

narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 (yaitu 

penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan 

dan lain sebagainya). 

 Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 maka kemudian 

keluar Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 9 tahun 

1976 tentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika, yaitu : 

1. a.  Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-

undang ini 

 b.  Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina 

 c. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum 

disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina 
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yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila 

penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang 

merugikan seperti Morfina atau Kokaina 

 d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang 

tersebut dalam huruf a, b dan c 

2.  Tanaman Papaver adalah tanaman papaver somniferum L. termasuk biji, buah 

dan jeraminya 

3.  Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah 

tanaman papaver somniferum L. yang hanya mengalami pengolahan sekedar 

untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya 

4. Opium masalah adalah : 

 a. Candu, yaknii hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan, kahusunya dengan pelarutan, pemanasan dan 

peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud 

merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan 

 b. Kicing, yaknii sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan 

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain 

 c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing 

5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga 

sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk tau dalam bentuk lain, atau 

dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakope 

6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17H19 No.3 

7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erythroxylon dari keluarga 

eryth roxylaceae 
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8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus erythroxylon dari keluarga eryth roxylaceae, 

yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia 

9. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dai daun koka yang 

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina 

10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia 

C17H21NO4 

11. Ekgonina adalah I-ekgonia dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester 

serta turunan-turunanya yang dapat dirubah menjadi ekgonina kokaina 

12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, 

termasuk biji dan buahnya 

13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil 

pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar22 

 Sebelum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 ini berlaku, dipakailah 

Staatsblad 1937 Nomor 278 jo. Nomor 536 dan disebut dengan Verdoovende 

Middelen Ordonantie yang telah diubah. 

 Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, 

berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan 

dan pengakutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/ pemasukan 

narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai 

dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat 

mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak 

lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya 

                                                 
22  Soedjono D., Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, 003, hal, 74 
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peraturan itu dikenal dengan istilah Verdoovende Middelan atau obat bius. 

Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan 

pencadunya tidak diatur. 

 Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia 

pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, 

pengembangan ilmu dan penerapannya. 

 Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika 

semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok 

lagi. 

 Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

22 tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang. 

 Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 di dalam pasal 

1 ayat (1) diterangkan : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan”. 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai 

masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai : 

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika 
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2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut norkotika seperti penanaman, 

peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan 

narkotika 

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2 

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan 

pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena 

kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah 

penyidikan, penuntutuan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan 

penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku 

 Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti 

bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan 

diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu 

tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan 

hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan 

negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. 

Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan 

pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang 

dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain 

yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997). 

 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat 

pengaturan tentang : 

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi) 
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2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika 

3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam 

penanggulangan narkotika 

 Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya 

tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat 

penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, 

maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih 

lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada 

anak-anak di bawah umur. 

 Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal 

Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan 

dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di 

dalam konfrensi tersebut. 

 Narkotika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 

 Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka 

kategori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi 

dan traktar internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek 

lain di samping pembinaan. 

 

D. Golongan Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika 

 Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ditentukan 

golongan daripada narkotika yaitu : 
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1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan 

2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan 

3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi 

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan 

 Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian 

narkotika itu semakin luas dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas 

juga dalam hal pengenaan sanksi pidana. 

 Golongan narkotik berdasarkan bahan pembuatannya : 

1. Narkotika Alami 

2. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis 

3. Narkotika Semi Sintetis/Semi Sintetis23 

 

E. Pengertian Kepolisian 

 Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi 

penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 

                                                 
23  Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 21 
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2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian 

adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan”. 

 Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah 

sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang-undangan. 

 Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 

13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak 

hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-

Undang Nomor 20 tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan 

Negara, singkat Undang-Undang Hankam. 

 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mencabut 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam 

sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana di dalamnya 

Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan 

Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka 

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya 

yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara 

terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. 

 

F. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian 

Tugas Polisi 

 Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa 

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

UNIVERSITAS MEDAN AREAUNIVERSITAS MEDAN AREA



32 
  

32 
 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang 

Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya 

diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam 

kedua undang-undang tersebut sebagai berikut : 

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002) 

Pasal 13 : 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat 

 

Pasal 14 : 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Republik Indonesia, bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 
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e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

pengamanan masyarakat 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 

lingkungan hidup daru gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

azasi manusia 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 
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Fungsi Polisi 

 Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang :  

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Penegakan hukum 

3. Perlindungan 

4. Pengayoman 

5. Pelayanan kepada masyarakat 

 

Wewenang Polisi  

 Sesuai dengan  Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kewenangan polisi dalam 

penengakan hukum meliputi : 

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian 
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f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang 

i. Mencari keterangan dan barang bukti 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang : 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya berwenang 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan 

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian 
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h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian 

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 

 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berwenang untuk : 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalm rangka penyidikan 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara 

8. Mengadakan penghentian penyidikan 
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9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadapp orang 

yang disangka melakukan tindak pidana 

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab 

 Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut : 

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum 

2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari 

gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit 

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk 

aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan 

pertolongan 

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga 

masyarakat 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang 

penyelidikan dan penyidikan 

 Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan 

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di 

dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi 

rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di 

bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma 
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keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang 

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana 

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.24 

 Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah 

dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di 

bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

(dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas 

penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya 

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar 

tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). 

 Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang 

penyelidian dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan 

dengan penegakan hukjum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum 

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, 

mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan 

dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga 

masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar 

dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan 

hukum pidana positif yang berlaku. 

 Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan 

(yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian 

                                                 
24  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4 
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dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan 

ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk 

menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai 

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan 

istilah “Service oriented task” dan “Law enforcement duties”. 

 Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala 

hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

perundang-undangan. 

 Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan 

bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali 

terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 
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